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Keynote speech Menkimpraswil 

selaku ketua tim teknis BKTRN

dengan tema

Koordinasi dan kerjasama antar instansi pemetaan dalam mewujudkan Sistem Informasi Perpetaan Penataan Ruang *).
Assalamu’alaikum warohmatullahi wa barokatuhu
Saudara-saudara peserta lokakarya yang kami hormati. 

Segala puji dan syukur bagi Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karunia yang telah, sedang dan akan terus dilimpahkan kepada kita semua. Semoga dengan banyaknya nikmat tersebut semakin mendorong kita untuk lebih terbuka dan bersemangat untuk bekerja keras, sehingga dijauhkan dari musibah dan cobaan berupa krisis berkepanjangan yang sangat tidak kita harapkan. 

Masih segar dalam ingatan saat sebagian masyarakat bersedih karena Jakarta tergenang dalam beberapa hari di awal tahun 2002 yang lalu. Bencana banjir dan longsor dengan curah hujan yang melebihi rata-rata hujan normal antara bulan Nopember 2001 hingga Pebruari 2002 tersebut telah melanda bukan hanya DKI Jakarta, tetapi juga 23 propinsi lain di Indonesia. Kondisi tersebut mengakibatkan meluapnya beberapa sungai yang terdapat di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara. 

Disamping kerugian jiwa, material, dan harta benda, bencana banjir dan longsor masih menyisakan berbagai permasalahan seperti menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. 

Ilustrasi tersebut hanyalah merupakan warning agar kita lebih berhati-hati dalam mengelola sumberdaya alam. Dengan semakin tidak cermat mengelola sumberdaya alam, tidak mustahil di masa mendatang kita akan berhadapan dengan bencana yang lebih parah dari yang pernah terjadi, bukan saja banjir tetapi bisa jadi kekeringan yang mengakibatkan kekurangan air, kebakaran dan sebagainya. 
Dari musibah tersebut kita dapat mengambil hikmah bahwa ternyata sistem informasi dini yang operasioanl (early warning system) yang kita miliki masih sangat lemah. Hal tersebut antara lain tampak dari sikap kita yang seolah-olah kebakaran jenggot untuk mendapatkan dan sekaligus menginformassikan data atau informasi yang seharusnya diperlukan publik. Selain itu, secara jujur harus diakui bahwa kita belum optimal dalam melakukan public campaign dan public services atas data atau informasi yang kita miliki, sehingga data atau informasi merupakan sesuatu yang ada tetapi  sering tak bisa diadakan atau sangat sulit dicari pada saat diperlukan. Data atau peta menjadi barang yang ada tetapi tiada atau seolah tak ada tetapi ada. Hal demikian terjadi pada saat musibah banjir yang lalu, dimana untuk mencari peta flood warning system, peta water level, peta carrying capacity, dan obyek vital yang perlu dilindungi terasa sangat sulit, padahal peta tersebut ada tetapi tidak ketahuan dimana keberadaannya. 
Untuk itu penyelenggaraan penataan ruang yang mencakup proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang sebagai bagian dari pembangunan harus dilaksanakan secara cerdik dengan selalu memperhatikan kelestarian dan daya dukung lingkungannya. Pelaksanaan penataan ruang akan berjalan baik apabila didukung oleh unsur-unsur utamanya, antara lain komitmen dan kesungguhan Pemerintah, swasta dan masyarakat dalam menyediakan perangkat operasionalnya seperti peraturan yang baik, SDM yang bersih dan berkualitas, kelembagaan yang tertata, dan kecukupan resources pendukung. Kesemua unsur yang berada dan menyebar pada masing-masing simpul pelaksananya akan terdayagunakan dengan tepat apabila didukung oleh sistem informasi penataan ruang yang handal. Untuk mewujudkan harapan tersebut diperlukan sinergi antar seluruh pelaku pembangunan, baik Pemerintah, swasta maupun masyarakat. Dalam kaitan tersebut, maka keynote ini difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan perlunya koordinasi dan kerjasama antar pelaku pembangunan guna mewujudkan sistem informasi perpetaan penataan ruang dimaksud. 
Saudara peserta Lokakarya yang saya hormati.

Menurut perubahan kedua UUDRI 1945 pasal 28F disebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.  Hal ini berarti bahwa institusi Pemerintah yang berfungsi sebagai pamong dan sekaligus pemegang amanah dari rakyat, berkewajiban melayani permintaan data dan informasi dari masyarakat sebaik dan setransparan mungkin. 

Pada era ICT (Informasi, Komunikasi, dan Teknologi), dimana informasi bisa diperoleh secara mudah, cepat dan dari manapun wilayah di dunia, sangat memungkinkan seseorang, kelompok atau institusi secara mudah mendapatkan bantuan dari luar. Apabila kemudahan tersebut tidak dikelola dengan baik, maka akan sangat memungkinkan mendorong kegiatan eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan, yang pada gilirannya tidak sejalan dengan prinsip penataan ruang yang mengutamakan sustainabilitas lingkungan. Untuk itu keberadaan sistem informasi penataan ruang, yang mampu mendorong efisiensi pengelolaan sumberdaya alam menjadi sangat penting.

Kenyataan menunjukkan bahwa krisis ekonomi yang melanda bangsa kita belum benar-benar pulih. Hal ini mendorong kita agar semakin cerdik dalam membelanjakan budget yang tersedia untuk hal-hal yang sifatnya memang diprioritaskan. Seperti dimaklumi bersama bahwa untuk mengadakan peta dasar dan peta tema skala besar secara nasional diperlukan beaya dan resources lain yang sangat besar. Untuk itu perlu dilakukan prioritasi wilayah-wilayah yang sangat mendesak untuk dipetakan. Dalam kaitan tersebut, maka pemetaan skala besar untuk kawasan tertentu yang strategis, seperti Kapet atau daerah yang menjadi prime-mover wilayah, ataupun pemetaan tema yang mampu menggambarkan fenomena pesisir yang akan tenggelam, lahan pangan yang lambat laun menghilang, dan juga yang mampu menjawab tantangan daur hidrologi, serta yang mampu meminimasi konflik penatagunaan hutan dengan explorasi pertambangan bisa dipertimbangkan untuk menjadi prioritas. 

Apabila dikaitkan dengan implementasi UU Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan lebih besar kepada Daerah Otonom (Kabupaten / Kota) dalam mengelola sumberdaya alam di wilayahnya secara seimbang dan lestari, maka peta skala besar sebagai wahana untuk memudahkan pemahaman spasial secara komprehensif atas suatu fenomena sehingga memudahkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pembangunan daerah, akan sangat diperlukan. Untuk keperluan tersebut sudah saatnya dipikirkan pengadaan peta dan sistem informasi perpetaan penataan ruang  dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota melalui kemitraan dengan masyarakat dan swasta. Guna mewujudkan harapan tersebut, Pemerintah perlu terus mendorong dan memfasilitasinya melalui pembuatan Pedoman, Standar, Manual maupun Petunjuk Teknis dalam bidang perpetaan dengan selalu mengacu pada PP 10/2000 tentang Ketelitian Peta. Produk-produk yang dipandang mampu secara cepat menjembatani terbangunnya sistem informasi perpetaan seperti penyusunan metadata, standarisasi perpetaan, dan sistem input perlu mendapat perhatian utama untuk segera disusun dan disosialisasikan.
Hal yang penting dan tak boleh dilupakan adalah perhatian yang serius terhadap pembinaan sumberdaya manusianya sebagai pengelola sistem informasi perpetaan. Kondisi ini sampai sekarang masih cukup memprihatinkan, karena disamping jumlahnya kurang, penyebarannya juga tak merata. Mereka, para ahli pemetaan lebih senang hidup dan berkembang di kota-kota besar dan hanya sedikit yang berada di wilayah yang kurang maju.

Aspek lain yang tak kalah penting adalah pembinaan kelembagaan sistem informasi perpetaan penataan ruang yang sampai kini masih belum tertata. Untuk mendorong perwujudan pembangunan sistem informasi perpetaan penataan ruang, konsentrasi pembinaan kelembagaan ini perlu terus ditingkatkan.

 
Selain itu Pemerintah perlu lebih mengembangkan networking, baik antara user dengan produser maupun antar user, sehingga segala informasi yang terkait dengan proses dan pelaksanaan kegiatan pembangunan sistem informasi perpetaan penataan ruang benar-benar sampai dan dimengerti oleh user. Dengan demikian masyarakat diharapkan lebih berpartisipasi karena mengetahui secara lengkap proses awal dan mengetahui pula keuntungan yang akan diperoleh. Hal ini berarti secara langsung maupun tidak langsung perangkat “marketing system” pemetaan perlu benar-benar diperbaiki agar user-nya benar-benar faham dan berminat dalam mendukung dan memanfaatkan peta dan sistem informasi perpetaan yang dimaksud. 

Saudara-saudara sekalian. 

Guna mewujudkan harapan diatas, perlu dipikirkan strategi yang jitu. Ilustrasi berikut dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam menyusun strategi yang akan ditempuh dalam membangun sistem informasi perpetaan penataan ruang.

Membangun sistem bukanlah sekedar menyusun mosaic antar elemen sistem yang terdiri dari perangkat (software dan hardware), data dan informasi, kelembagaan, serta sumberdaya manusianya, tetapi lebih dari itu. Membangun sistem mencakup niatan, kesungguhan dan komitmen bersama dari semua pihak terkait untuk selalu concern pada apa yang telah disepakati bersama. Concern tersebut bisa berwujud pada keseriusan dalam mengalokasikan anggaran bersama, perilaku keseharian dalam birokrasi dengan meningkatkan kebiasaan atau budaya informasi, kesediaan untuk saling mempertukarkan data dan informasi yang telah dimiliki, serta komitmen dan disiplin untuk menggunakan informasi yang mempunyai validitas tinggi dan akuntabel dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga setiap pengambilan keputusan didasarkan pada track record dan data yang benar-benar akurat, bukan berdasar pada keberpihakan terhadap pihak-pihak tertentu. Unsur-unsur tersebut, yang menurut saya sangat penting untuk dicermati. 

Sebagai penutup, saya mengucapkan selamat ber-lokakarya semoga hasilnya mampu menggetarkan jiwa sehingga mampu mendorong kita semua untuk berkarya sebaik-baiknya serta membawa manfaat bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. 

Wassalamu’alaikum War. Wab. 

Jakarta, 17 Juli 2002

Menkimpraswil

Dr. Sunarno

*) Disampaikan dalam Lokakarya Perpetaan Untuk Mendukung Penataan Ruang Nasional, tanggal 17 Juli 2002, di Bappenas Jakarta.
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